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“TIDAK ADA YG PASTI 
SELAIN 

KEMATIAN DAN PAJAK”

~ Benjamin Franklin

[Filsuf, Ilmuwan, Penulis, Politikus, Pengusaha 

Amerika Serikat 1706-1790]
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“MAKIN PASTI LAGI!!”

PAJAK JAMAN SEKARANG…
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BAYAR & LAPOR PAJAK 
SEMAKIN:
• MUDAH
• MURAH
• SEDERHANA

Imbas Positif!!
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Ultimate goal:

- Tercapainya Voluntary 

Compliance (Tax Ratio Ideal)

- Penerimaan Pajak Optimal
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7JENIS PAJAK



8JENIS PAJAK
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•Reformasi birokrasi & transformasi kelembagaan

•Peningkatan akuntabilitas, modernisasi dan soliditas organisasi

•Penguatan rentang kendali internal & eksternal sehingga semakin transparan & 
memadai

Organisasi

•Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM sehingga lebih Profesional, 
semakin berintegritas, kompeten & kredibel

•Peningkatan layanan berbasis kepuasan pelanggan
SDM

•Penerapan NIK sebagai Single Identity Number (SIN)

•Pembaruan Sistem Inti Admnisitrasi Perpajakan – Core Tax (PSIAP)

•Big Data Perpajakan semakin terintegrasi dan terpadu

•Analisa kepatuhan melalui AI - Machine Learning

•Implementasi Compliance Risk Management (CRM)

Teknologi Informasi
& Basis Data

•Sederhana, efektif, efisien

•Digitalisasi Administrasi & Pelayanan Pajak (One Stop Solution DJP Online)

•E-Faktur, e-Biling, e-Bunifikasi, e-Form, e-Filing, e-PBK, e-SKD, e-Objecton, dll.

•Pre-Populated Data

•Harmonisasi, sinkronisasi & penyederhanaan peraturan perundangan-undangan perpajakan

Proses Bisnis

•Amnesti Pajak (UU No. 11/2016)

•Stimulus UMKM 0,5% (PP 23/2018) & Percepatan Restitusi Pajak (PMK-39/PMK.03/2018)

•Pembukaan akses informasi keuangan utk kepentingan perpajakan dan AEOI (UU No. 9/2019)

•PPN Perdanganan Melalui Sistem elektronik/PMSE (PP 80/2019) 

•Amandemen UU Bea Meterai (UU 10/2020)

•Amandemen UU KUP, UU PPh & PPN & Pengaturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), 
Pajak Karbon & Cukai melalui UU HPP (UU No 7/2021)

Peraturan
Perundangan

HAL BESAR YG SUDAH DILAKUKAN :
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KEPATUHAN SUKARELA
“DJP bisa membangun kepercayaan masyarakat utk membayar Pajak dan menjalankan

admnistrasinya sesuai dgn kewajibannya secara sukarela”

ORGANISASI 
TERPERCAYA & 
PELAYANAN 
PRIMA

Membangun
organisasi yg
akuntabel & 
terpercaya

SDM 
Profesional, 

Membimbing
& Melayani

- TARGET PENERIMAAN PAJAK 
TERCAPAI 

- TAX RATIO IDEAL

Oprimalisasi
Pelayanan, 

Pengawasan
& Bimbingan

Berbasis
Risiko

Administrasi
yg

Sederhana & 
Mudah

Biaya Patuh
Murah

Kepastian
Hukum
(Minim 

Multitafsir & 
Senketa)

Pilar 1:

ORGANISASI

Pilar 2:

SDM

Pilar 4 & 5:

PROSES BISNIS  & PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Pilar 3:

IT & BASIS 

DATA
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HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN 2021

Peningkatan

dari tahun

sebelumnya
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HASIL SURVEY TAHUN SEBELUMNYA (2021)
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PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK

Dalam 2 tahun 

terakhir target 

tercapai
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9,89%
10,24%

9,76%

8,33%

9,11%

10,40%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

TAX RATIO 6 TAHUN TERAKHIR

ADA TREN 

POSITIF NAMUN 

BELUM IDEAL

Tax Ratio (tax 

revenue to GDP 

ratio) adalah rasio 

perbandingan 

antara penerimaan 

pajak dan PDB 

suatu Negara; dan 

merupakan salah 

satu indikator yang 

sering dijadikan 

acuan untuk menilai 

kinerja penerimaan 

pajak suatu Negara.

Potensi Tax Ratio 

(Ideal) > 15% PDB
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Penyempurnaan Regulasi (Implementasi Peraturan Teknis
UU HPP dan amandemen ketentuan pajak lainnya)

Pemberlakuan NIK sebagai NPWP (Single Identity 
Number/SIN)

PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan))

Reformasi Pajak Jilid III masih berlanjut, Tax Ratio 
belum ideal & kepatuhan Pajak terus ditingkatkan 
melalui upaya:

ISU PERPAJAKAN 
TERKINI
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Penyempurnaan Regulasi

(Petunjuk Teknis UU HPP Masih Terus Dilengkapi)

UU HPP

UU KUP
PP-

50/2022
PMK ??

PerDirjen
??

UU PPh
PP-

55/2022
PMK ??

PerDirjen
??

UU PPN

PP-
44/2022

PMK ??
PerDirjen

??

PP 
49/2022

PMK ??
PerDrjen

??

Ekspetasi:

1. Win Win Solution (Stop sengketa langganan)

2. Jelas tidak multitafsir

2. Praktis & implementatif

3. Tidak menimbulkan sengketa baru (misal: Natura)
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Implementasi Regulasi

(Isu Pajak di Perbankan)
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Pemberlakuan NIK sebagai NPWP 

(Single Identity Number/SIN)
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NIK sebagai NPWP
(Single Identity Number) 

Konsep NIK sebagai NPWP

Berlaku 01 Januari 2024
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Registrasi Pengelolaan SPT Pembayaran
Taxpayer 

Relationship 
Absorption (TAM)

Exchange of 
Information (EoI)

Layanan Wajib Pajak Data pihak ketiga
Data Quality 

Management (DQM)

Document 
Management 
System (DMS)

Business 
Intelligence (BI)

Compliance Risk 
Management 

(CRM), 
Penilaian Pengawasan Pemeriksaan Penagihan

Ekstensifikasi Intelijen Penyidikan
Keberatan dan

banding
Non-Keberatan

Knowledge 
Management

PERUBAHAN 21 PROSES BISNIS
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 3C : Click, Call, Counter

 CRM : Compliance Risk Management

 RAS : Revenue Accounting System

 TAM : Tax Accounting Management
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Optimalisasi CRM & BI

Proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib 
Pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, 
objektif dan berulang dalam rangka mendukung

pengambilan keputusan terbaik DJP, meliputi 
tahapan kegiatan persiapan, penetapan 

konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko
dengan menentukan pilihan perlakuan

(treatment), serta monitoring dan evaluasi atas
risiko kepatuhan

Teknik yang menggabungkan arsitektur, 
perangkat teknologi informasi, dan basis data 

untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan
data, dan manajemen pengetahuan dengan

perangkat analisis data dalam rangka penyajian
informasi yang bermanfaat bagi perencana

danpengambil keputusan.

Compliance Risk 

Management 

(CRM)

Business 

Intelligence

(BI)
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Optimalisasi CRM & BI

CRM

Ekstensifikasi

Pelayanan

Edukasi
Perpajakan

Pengawasan
& 
Pemeriksaan

Penagihan

BI

Aplikasi ATP 
(Ability To 

Pay)

Aplikasi
SmartWeb

Implementasi BI

Diperlukan untuk otomatisasi dan 

penyempurnaan CRM, sehingga pelayanan,

pengawasan, dan penegakan hukum yang 

lebih berkualitas, efektif dan efisien.

BI menghasilkan output

yang terintegrasi dengan seluruh keputusan 

strategis dalam setiap proses bisnis di DJP.
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Perubahan ketentuan perpajakan dan implementasinya semakin
dinamis

Single Identity Number memudahkan data Wajib Pajak saling
otomatis terhubung & transparan

Implementasi PSIAP membuat Big Data Wajib Pajak 
semakin terpadu

Optimalisasi Machine Learning (Business Intelligence & 
Compliance Risk Management system) membuat
intensifikasi perpajakan semakin massif dan berkualitas.

Penegakan kepatuhan & kesetaraan Pajak dilakukan secara cepat
dan tepat sasaran

TANTANGAN
WAJIB PAJAK
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RELEVANSI BREVET PAJAK

Wajib Pajak harus senantiasa meningkatkan kepatuhannya

Pajak semakin dekat dan melekat pada profil orang pribadi sebagai
penerima manfaat penghasilan sebenarnya

Wajib Pajak harus ‘cekatan’ belajar & beradaptasi memahami 
administrasi perpajakan (substansi & formalitas) beserta 
perubahannya

Ahli Pajak semakin diperlukan untuk membantu Wajib Pajak dalam
menjalankan hak & kewajibannya

Media edukasi & ruang diskusi perpajakan semakin dibutuhkan

BREVET PAJAK diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi
perpajakan terkini dan peningkatan keahlian perpajakan secara
praktis dan tepat guna (solutif).
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PESERTA BREVET PAJAK

AWAM PAHAM PAKARBREVET 

PAJAK
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PENTINGNYA MENGIKUTI BREVET PAJAK

Kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara
patuh dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlali

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan
Perpajakan

Memperkuat Kredibilitas

Meningkatkan Karir dan Peluang Kerja

Meningkatkan Efektivitas dalam Pengelolaan 
Perpajakan
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KESIMPULAN

1. Reformasi Perpajakan yang dilakukan telah berhasil membuat administrasi perpajakan
semakin sederhana, mudah dan murah; dan ini membawa dampak positif bagi tercapainya
target penerimaan Negara dan peningkatan rasio pajak.

2. Reformasi Perpajakan Jilid III masih berlanjut dengan berfokus pada penyederhanaan
regulasi, penerapan Single Identity Number (SIN) dan optimalisasi PSIAP; Wajib Pajak harus
selalu relevan atas dinamika perubahan ketentuan perpajakan terkini.

3. DJP memiliki Data Besar Terpadu yang terhimpun secara sistematis dan telah mampu
menganalisa risiko kepatuhan Wajib Pajak secara otomatis melalui aplikasi berbasis
machine learning.

4. Wajib Pajak dituntut untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan perpajakannya mengingat
DJP telah memiliki berbagai instrument pintar untuk dijadikan alat pengawasan.

5. Mengikuti kursus brevet perpajakan sangat disarankan & penting karena dapat
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, meningkatkan karir dan peluang
kerja, memperkuat kredibilitas, serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan
perpajakan secara pribadi atau organisasi.
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PENUTUP

TIDAK ADA YANG PASTI
SELAIN: 
1.KEMATIAN,
2.PAJAK; 

3.PERUBAHAN.
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